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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kuta Selatan,

Kabupaten Badung, Provinsi Bali dapat disimpulkan bahwa:

1. Hampir semua responden yang memperoleh Hak Pakai di atas tanah Hak Milik

untuk rumah tempat tinggal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara

Aagraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 juncto

Nomor 8 Tahun 1996 , hanya satu responden yang sejak tahun 2005 jarang

berada (tidak berkedudukan) di Indonesia;

2. Kendala yang dihadapi oleh orang asing dalam memperoleh Hak Pakai di atas

tanah Hak Milik untuk rumah tempat tinggal yaitu besarnya jumlah biaya

pemasukan yang harus dibayarkan sehingga banyak orang asing yang tidak

menggunakan Hak Pakai dalam memiliki rumah tempat tinggal di Indonesia

tetapi dengan cara lain yaitu penguasaan/pemilikan tanah dengan cara pinjam

nama/nomine, penguasaan/pemilikan tanah dengan cara sewa menyewa dan

penguasaan/pemilikan tanah dengan modus pemberian hak tanggungan dengan

kreditur orang asing.
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B. Saran-saran :

Diharapkan:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali agar mengevaluasi

subyek Hak Pakai yang tidak lagi berkedudukan di Bali.

2. Pemerintah Indonesia mengevaluasi besarnya uang pemasukan untuk

memperoleh Hak Pakai yang harus dibayar sehingga tidak memberatkan

subyek Hak Pakai.
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